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PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 356/MENKES/PER/IV/2008 

TENT ANG 

ORGANISASI DAN TATA K~RJA 
KANTOR KESEHATAN PELA~UHAN 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, . '\ ;. 

Menimbang : a. . bahwa semakin meningkatnya aktifitas di bandara, 
pelabuhan dan lintas batas darat negara b.erkaitan 
dengan transmisi penyakit potensial wabah serta 
penyakit lainnya yang berpotensi menimbulkan 
kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia; : 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf H, dipandang perlu menata 
kembali organisasi dan tata ke~a Kantor Kesehatan 
Pelabuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan; . · 

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina 
Laut (Lembaran Negara Tahun 1962, Tambahan 
Lembaran N·egara Nomor 2373); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina 
Udara (Lembaran Negara Tahun 1962, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2374); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembarcln Negara Tahun 1984 Nomor 
20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatqn (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran NegcHa Nomor 3495); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 108, Tambahan Lerribaran Negara Nomor 4548); 

6. Undang-undang Nqmor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan a11tara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (~embaran Nega1·a Tahun 199:9 Nomor 70, 
Tambahan L~m.baran Neg91·a Nomor 3848); 

7. Peraturan · Pemerintah Notnor 40 Tahun 1991 tentang 
Penanggu1angan Wabah f=>en.yakit Menular · (Lembaran 
Negara Tahun .1991 Non1or 49, Tambahan Lem~aran 
Negara N:>mor 3447); · 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang 
Kepelabuhan (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 
127, Tambahan Lembaran Negara Nomor4145); 

9. Peraturan Pemeri:itah Nomor 70 Tahun 2001 tentang 
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 
128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Oaerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Ne~:ir~ra Nomor 4737); 

11 . Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 62/Kep/MenPAN/7/2003 tentang Pedoman Unit 
Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan 
Lembaga Pemerintah Non Departemen; 

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1575/Menkes/Per/Xll/2005 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Oepartemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1295/Menkes/Per/Xll/2007; 

13. International Health Regulations (IHR) 2005; 

Persetujuan Menteri Pendnyagunaan Aparatur Negara dengan 
surat Nornor B/835/M.PAN/3/2008 Tanggal 31 Maret 2008; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN TENTANG 
ORGANJSASI DAN TATA. KERJA KANTOR KESEHATAN 
PELABUHAN. 

SABI 
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KL.ASIFIKASI 

Pasal 1 

(1) Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selarijutnya disebut KKP adalah unit 
pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian 
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. 

(2) KKP dipimpin oleh seorang Kepala. 

Pasal2 

KKP mempunyai tuQaS melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, 
penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian 
dampak · kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, per.gawasan OMKABA 
serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, 
bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja 
bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 
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Pasal3 

Dalam melaksanakan togas sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 2, KKP 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan kekarantinaan; 
b. pelaksanaan pelayanan kesehatan; 
c. pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan di ban_dara,_ pelabuhan, dan lintas 

batas darat negara; 
d. pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit pdtensial wabah, penyakit baru, 

dan penyakit yang muncul kembali; 
e. pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, blologi, dan kimia; 
f. pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai penyakit 

yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan internasional; 
g. pelaksanaan, fasilitasi dan advokasi kesiapsjagaan dan penanggulangan 

Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidanf:I kesehatan, serta kesehatan 
matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji 8an perpindahan penduduk; 

h. pelaksanaan, fasilitasi, dan advokasi kesehata~ kerja di lingl<ungan bandara, 
)'elabuhan, dan lintas batas darat negara; 

i. pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan abat, makanan, kosmetika dan 
alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) ekspor dan mengawasi 
persyaratan dokumen kesehatan OMKABA impori 

j. pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dari muatannya; 
k. pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, 

pelabuhan, dan !intern batas darat negara; 
I. pelaksanaan jejaring informasi dan teknoloi~i bidang kesehatan bandara, 

pelabuhan, dan lintas batas darat negara; 
·"-.., m. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bi(~ang kesehatan di bandara, 

pelabuhan, dan lintas batas darat negara; 
n. pelaksanaan kajian kekarantinaan, pangendalian risiko lingkungan, dan 

surveilans kesehatan pelabuhan; 
o. pelaksana~n pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas 

batas darat negara; 
p. pelaksanaan ketatausahaar. dan kerumahtanggaan KKP. 

Pasal4 

(1) KKP diklasifikasikan ke dalam 3 kelas, yaitu: 
a. KKP Kelas I; 
b. KKP Kelas II; 
c. KKP Kelas Ill. 

(2) Klasifikasi KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban 
kerja di bandara, pelabuhan, dan lintas batas df;\rat negara. 
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BAB II 
SUSUNAN ORGANISA81 

Bagian Kesatu 
Kantor Kesehatan Pelabuhan f<elas I 

Pasal5 

KKP Kelas I terdiri dari: 
a. Bagian Tata Usaha; 
b. Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans E~idemiologi; 
c. Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan; 
d. Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah; 
e. lnstalasi; 
f. Wilayah Kerja; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal6 

Struktur Organisasi KKP Kelas I adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
Peraturan ini. 

Pasal? 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas rnelaksanakan koordinasi dan penyusunan 
program, pengelolaan informasi, evaluasi, pelaporan, urusan tata usaha, 
keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian , serta perlengkapan dan 
rurnah tangga.' 

Pasal8 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata 
Usaha menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan progmrn serta pelaporan; 
b. pelaksanaan u~usan keuangan; 
c. pelaksanaan urusan kepegawaian; 
d. pelaksanaan urusan umum; 
e. koordinasi penyiapan pelatihan: 

Pasa!'9 

Bagian Tata Usaha terdiri dari: 
a. Subbagian Program dan Laporan; 
b. Subbagian Keuangan dan Umum. 
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Pasal 10 

(1) Subbagian Program dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan 
bahan koordinasi dan penyusunan program, evaluasi, laporan, serta 
informasi. 

· (2) Subbagian Keuangan dan Um um mempunyai tugas melakukan urusan 
akuntansi, verifikasi, serta mobilisasi dana, tata usaha, kepegawaian, 
perlengkapan dan rumah tangga, serta penyiapan penyelenggaraan 
pelatihan. 

Pasal ·11 

Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas 
melaksanakan perencanaan dan evaluasi serta penyusunan laporan di bidang 
kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit dan penyakit potensial wabah 
serta penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan- alat angkut 
dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring l<erja, kemitraan, kajian, serta 
pengembangan teknologi, pendidikan dan pela11han bidang kekarantinaan di 
wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 

Pasal 12 

\ 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimal,sl.Jd dalam Pasal 11, Bidang 
Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologl menyelenggarakan fungsi: 
a. kekarantinaan surveilans epidemiologi penyakit dan penyakit potensial wabah 

serta penyakit baru dan penyakit yang muncul ke~nbali; 
b. kesiapsiagaan, pengkajian, serta advokasi penanggulangan KLB dan 

bencana/pasca bencana bidang kesehatan; 
c. pengawasan lalu lintas OM KABA ekspor dan imp or serta alat angkut, termasuk 

muatannya; 
d. kajian dan diseminasi informasi kekarantinaan di wilayah kerja bandara, 

pelabuhan, dan lintas batas darat negara; 
e. pendidikan .dan oelatihan bidang kekarantinaan; 
f. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidanfJ kekarantinaan; 
g. pelaksanaan pengembangan tekriologi bidang kekatantinaan di wilayah kerja 

bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara; 
h. penyusunan laporan bidang pengendalian karantina dan surveilans 

epidemiologi. 

Pasal 13 

Bidang Pengendalian Karantina dan Sur;eilan~ Epidemiologi terdiri dari: 
(1) Seksi Pengendalian Karantina; 
(2) Seksi Surveilans Epidemiologi. 

5 ·' · 



• 
1 ' ' 

• . . 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBUK INDONESIA 

Pasal 14 

(1) Seksi Pengendalian Karantina mempunyal tugas melakukan penyiapan 
bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan 
koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan se1tifikasi OMKABA ekspor dan 
impor, pengembangan, pengawasan dan tindakan kekarantinaan terhadap 
kapal, pesawat udara, dan alat tran.sportasl lainnya, penerbitan dokumen 
kesehatan kapal laut, pesawat udara, clan alat transportasi lainnya, 
pengangkutan orang sakit/jenazah, !<ajian, pengembangan teknologi, serta 
pendidikan dan pelatihan di bidang kekarantinaan. 

(2) Seksi Surveilans Epidemiologi mempunyal tugas melakukan penyiapan 
bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan 
koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial 
wabah, penyakit baru, dan penyakit yang rrjuncul kembali, jejaring kerja 
surveilans epidemiologi nasional/interna~;iohal, serta kesiapsiagaan, 
pengkajian, advokasi, dan penanggulangan KLB, bencana/pasca bencana 
bidang kesehatan; 

\ 

Pasal 15 

Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan mernpunyai tugas melaksanakan 
perencanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pEmy~sunan laporan di bidang 
pengendalian vektor dan binatang penular ponyakit, perribinaan sanitasi 
lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pEmgembangan teknologi, serta 
pendidikan dan pelatihan bidang pengendalian rislkb lingkungan di wilayah kerja 
bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. · 

Pasal 16 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimakslJd dalarn Pasal 15, Bidang 
Pengendalian Risiko Lingkungan menyelenggarakari fungsi: 
a. pengawasan penyediaan air bersih, serta pengamanan makanan dan 
i 

minuman; 
· b. hygiene dan sanitasi lingkungan gedung/bangunan; 
c. pengawasan pencemaran udara, air dan tanah; 
d. pemeriksaan dan pengawasan higiene dan sanitasi kapal/pesawat/alat 

transportasi lainnya di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat 
negara; 

e. pemberantasan serangga penular penyakit, tlkus dan pinjal di lingkungan 
bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negttf'a; · 

f. kajian dan pengembangan tekn.ologi di bidang pbngendalian risiko lingkungan 
bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negark; · 

g. pendidikan dan pelatihan bidang pengendaliart risiko lingkungan bandara, 
pelabuhan, dan lintas batas darat negara; 

h. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di bidang pengendalian risiko 
lingkungan bandara, pelabuhan, dan linta~ batas darat negara; 

i. penyusunan laporan di bidang pengendalian rislko llngkungan. 
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Pasal 17 

Bidang Pengendalian Risiko Lingkungan terdiri darl: 
a. Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penular Penyakit; 
b. Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan. 

Pasal 18 

(1 ) Seksi Pengendalian Vektor dan Binatang Penu!ar Penyakit mempunyai tugas 
melakukan ~enyiapan bahan perencanm1h, pernantauan, evaluasi, 
penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksa111:1an pemberantasan serangga 
penular p~nyakit, tikus, dan pinjal, pengar11anan pestislda, kajian dan 
diseminasi informasi, pengembangan jejaring kerj~, l<emitraarr dan teknologi 
serta pendldikan dan pelatihan bidang penDdnd lian vektbr dan binatang 
penular penyakit di lingkungan bandara, pelallUh n, dan lintas batas darat 
negara. 

(2) Seksi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan mempunyal tugas melakukan 
penyiapan bahan, perencanaan, pemantuan, evaluasi, penyusunan laporan, 
dan koordinasi pelaksanaan pengawasan penyediaan air bersih, serta 
pengamanan makanan dan minuman, hygiene dan sanitasi kapal laut dan 
pesawat, hygiene dan sanitasi gedung/bangu~an, pengawasan pencemaran 
udara, air, tanah, kajian dan diseminasi inforhiasl, pengembangan jejaring 
kerja, kemitraan dan teknologi serta pendidika~ dan pelatihan bidang sanitasi 
lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas bates cf arat negara. 

Pasal 19 

Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mernpuflyai tugas melaksanakan 
perencanaan dan evaluasi serta penyusunan lc)poran di bidang pelayanan 
kesehatan terbatas, kesehatan haji, kesehatan ker;/4, kesehatan matra, vaksinasi 
internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraEtn, kajian dan teknologi, serta 
pendidikan dan pelatihan bidang upaya kesehatan pelabuhan di wilayah kerja 

· bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. 

Pasal20 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 19, Bidang 
Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah menyelenggarakan fungsi: 
a. pelayanan kesehatan terbatas, rujukan dan gawat darurat medik di wilayah 

kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas daral negara. 
b. pemeriksaan kesehatan haji, kesehatan kerja, keaehatan matra di wilayah kerja 

bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara . 
c. pengujian kesehatan nahkoda/pilot dan anak buah kapal/pesawat udara serta 

penjamah makanan; 
d. vaksinasi dart penerbitan sertifikat vaksin~si int€1rllasional; 
e. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, 

dan lintas batas darat negara; 
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f. pengawasan pengangkutan orang sakit dan jencizah di wilayah kerja bandara, 
pelabuhan, dan lintas batas darat negar~. serta ketersediaan obat
obatan/peralatan P3K di kapal/pesawat udara/alat transportasi lainnya; 

g. kajian dan pengembangan teknologi serta P~latihan teknis bidang upaya 
kesehatan dan lintas wilayah; 

h. penyusunan 'laporan di bidang upaya kesehatan dan lintas wilayah. 

Pasal21 

Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah terdirl dari; 
a. Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan; 
b. Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah. 

Pasal22 

(1) Seksi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan tnempunyal tugas melakukan 
penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, ovaluasi, pehyusunan laporan, 
dan koordinasi pelayanan pengujian kesehatan nahkoda. anak buah kapal · 
dan penjamah makanan, pengawasan persedlaan obat/P3K di kapal/pesawat 
udara/alat transportasi lainnya, kajian ergoriomik, advokasi dan sosialisasi 
kesehatan kerja, pengembangan jejaring kerja, kemitraan dan teknqlogi, serta 
pelatihan teknis bidang kesehatan kerja di wilByah kerja bandara, pelabuhan, 
dan lintas batas darat negara. 

(2) Seksi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perencanaan, pemantauan , evaluasi, penyusunan laporan, 
dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi dan penerbitan sertifikat vaksinasi 
internasional (ICV), pengawasan pengangkutan orang sakit dan jenazah, 
kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan 
bencana, pelayanan kesehatan terbatas, rujukan gawat darurat medik, 
pengembangan jejaring kerja, kemitraan, dan tEJknologi, serta pelatihan teknis 
bidang kesehatan matra di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas 
batas darat negara. 

Bagian Kedua 
Kantor Kesehatan Pelabuhan l<elas II 

Pazal23 

KKP l<elas II terdiri dari: 
a. Subbagian Tata Usaha; . 
b. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epltfemiologi; 
c. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan; 
d. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah; 
e. lnstalasi; 
f. Wilayah Kerja; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Pasal24 

Struktur Organisasi KKP Kelas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
Peraturan ini. 

Pasal25 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyusunan 
program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata usaha, keuangan, 
penyeienggaraan pelatihan, kepegawaian, serta perlengkapan dan rumah tangga. 

Pasal26 

Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan 
laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinnan, surveilans epidemiologi 
penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyal<it yang muncul 
kembali, pengawasan alat angkut dan muatanny•~. lalu lintas OMKABA, jejaring 
kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan tekr;tJlogi, pelatihan teknis bidang 
kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, 
dan lintas batas darat negara. 

Pasal27 

Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyal tugas melakukan penyiapan 
bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi 

pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang ~enular penyakit, pembinaan 
sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dar1 pengembangan teknologi 
serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja 
bandara, pelabuhan, dan lintas bat~s darat negara. 

Pasal28 

Seksi Upaya Kesehatan aan Lintas Wilayah ~1empunyai tugas malakukan 

penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evalUasl, penyusunan laporan, da~ 
koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, keseh<1tan kerja, kesehatan matra, 
kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanm1ula11gan bencana, vaksinasi 
internasional, pengembangan jejaring· kerja, kemitman, kajian dan teknologi, serta 
pelatihan teknis bidang upaya kesehatan di wilayat1 l<erja .bandara, pelabuhan, dan 
lintas batas darat negara. 
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Bagian Ketiga 
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Ill 

Pasal29 

KKP Kelas Ill terdiri dari: 
a. Subbagian Tata Usaha; 
b. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Ep,demiologi; 
c. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kese 1atan L.intas Wilayah; 
d. lnstalasi; 
e. Wilayah Kerja; 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal30 

Struktur Organisasi KKP Kelas Ill sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill 
Peraturan ini. 

Pasal 31 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakul<~U'l koordinasi dan penyusunan 
program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, 1Jru~an tata us~ha, keuangan, 
kepegawaian, penyelenggaraan pelatihan, serta per!eng~apan dan rumah tangga. 

· Pasal 32 

Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemaj;tauem, evaluasl, penyusunan 
laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaaH dan surveilans epidemiologi 
penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, den penyakit yang muncul 
kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring 
kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan ·1eknologi, dan pelatihan teknis 
bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiolodi di wilayah kerja bandara, 
p~labuhan, dan lintas batas darat negara. 

Pasal33 

Seksi Pengendalian Rlsiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan perencan~an, pemantauan, evaluasi, 
penyusunan laporan, dan koordil')asi pengendaliar1 vektor dan binatang penular 
penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, kesehatan terbatas, kesehatan kerja, 
kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahat1 penduduk, penanggulangan 
bencana, vaksinasi internasio'nal, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan 
pengembangan teknologi serta pelatihan teknls bidang pengendalian risiko 
lingkungan dan upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas 
batas darat negara. 

10 
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REPUBLIK INDONESIA 

BAB Ill 
INSTALASI 

Pasaf 34 

(1) lnstalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan bperasional KKP 
dan penunjang administrasi. 

(2) lnstalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jc1batan nonstru~ural. 
(.3) Dalam melaksanakan tugasnya, l<epala lnstalasi dibantu oleh Kelompok 

Jabatan Fungsiona! dan beberapa penanggu11ci jaWab ruangan dalam jabatan 

nonstruktural yang ditunjuk olah Kepala lnstalal1i terkait. 

(4) Jenis instalasi disesuaikan dengan kebdtuhan da.n pengembangan 

pelayanan. 

(5) Perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapl<an oleh Kepala KKP setelah 
mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit 
dan Penyehatan Lingkungan. 

BAB IV 

WILAYAH KERJA 

Pasal35 

(1) Wilayah Kerja KKP merupal<an unit kerja fun~1slonal di lingkungan bandara, 
pelabuhan, dan lintas batas darat negarc:I, yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala KKP. 

(2) Wilayah Kerja KKP sebagaiman~ dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Koordinator yang ditetapkan oleh Kermta KKP. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator dibantu oleh Kelompok Jabatan 

Fungsional dalam jabatan nonstruktural. 
(4) Perubahan wilayah kerj~ diajukan oleh Kepala KKP dan diusulkan oleh 

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta 

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. 

BABV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasaf 36 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 
dengan jabatan fungsional masing-masing berdai>arkan peraturan perundang
undangan yang berlaku. 

11 
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MENTERI KESEHATA~ 
REPUBUK INDONESIA 

Pasal37 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejurnlaH Tenaga Fungsional yang 
terbagi atas berbagai kelompok jabatan fU11gsional sesuai dengan bidang 
keahliannya. 

(2) Mas·ing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga Nngsional senior yang ditunjuk 
oleh KKP. 

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimeksud pada ayat (1) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagairhana dimaks~d pada ayat (1) 
diatur berdasarkan peraturan perundang-und~rlgan yang berlaku. 

BABVI 
TATA KERJA 

Pasal38 

Dalam melaksanakan tugas Kepala KKP, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala 
Subbagian, dan Kepala Seksi wajib menerapkan prlnsip koordlnasi, integrasi dan 
sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masil1g maupun dengan instansi lain 
di luar KKP sesuai de11gan tugas masing-masing. 

Pasal39 

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan l<KP wajib mengawasi bawahan 
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan a1~ar mengambil langkah-langkah 
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundan9-undangan yang berlaku. 

Pasal40 

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan KKP bertanggung jawab 
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan maslng-masing dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk pelaks~naan tugas bawahsn. 

Pasal 41 

Setiap pimpinan s.atuan organisasi wajib mengikutl dan mematuhi petunjuk dan 
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyatnpaikan laporan 
berkala tepat pada waktunya. 

Pasal42 

Setiap laporan yang diterima oleti pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib 
dianalisis dan '-dipergunakan sebagai bahan penyusun~n evaluasl,.• laporan, serta 
penyiapan bahan kebijakan lebih lanjut dan untuk tnemberikan petunjuk kepada 
bawahan. 

12 
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Pasal43 

Para Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbaglan, dan Kepala Seksi wajib 
menyampaikan laporan berkala kepada atasan m~sing-masing. 

Pasal44 

Oalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan 
disampaikan kepada satuan organisasi lain yanrJ secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. 

Pasal45 

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Hatucm organlsasi dibantu oleh 
Kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan 
kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 

Pasal46 

KKP melakukan hubungan koordinasi dengan instansl tarkait bidang kesehatan 
maupun lintas sektor lalnnya di wilayahnya sesual dehgan tugas dan fungsinya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yan~1 tierlaku. 

BABVll 
LO KASI 

Pasal47 

(1) Sejak berlakunya Peraturan ini, maka di lingkqngan Departemen Kesehatan 
terdapat 7 (tujuh) KKP Kelas I, 21 (dua puluh satu) KKP Kelas .. 11, dan 20 (dua 
puluh) KKP Kelas Ill. 

(2) Daftar KKP di lfngkungan. Departemen Kese11at~n yang rjiencakup Nama, 
Kelas, Tempat Kedudukan, KKP lnduk, dan W \ay~h Kerja KKP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lam~! rar( IV Peraturan ini. 

Eselon KKP Kelas I terdiri dari: · 

BAB\/111 
ES ELON 

Pasal48 

a. Kepala KKP adalah jabatan struktural eselon 11.b! 
b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabat~h struktural eselon 111.b; 
c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jab~·1tan strulctural eselon IV.a. 

13 
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Eselon KKP Kelas II terdiri dari: 

MENTER! KESEliATAN 
REPUBUK INPOHll!:SIA 

Pasaf 49 

a. Kepala KKP adalah jabatan struktural eselon Ill.a; 
b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a . 

. Pasal50 

Eselon KKP Kelas Ill terdiri dari: 
a. Kepala KKP adalah jabatan struktural eselon 111.b; 
b. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jab91"an struktural eselon IV.b. 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal51 

(1) Wilayah Kerja yang menjadi wewenang KKP '1dalah sesuai dengan 
lingkungan kerja bandara, pelabuhan, dan lin{at> bcitas darat negara menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Wilayah Kerja KKP sebagaimana dimaksud pad a ayat (1 ), yang berada di 
daratan untuk p~ngendalian vektor dan binalahg penular penyakit diperluas 
sampai 2 (dua) kilometer sekelilingnya. 

BABX 
KETENTUAN PENUTIJP 

Pasal52 

Semua ketentuan pelaksanaan dari Keputusa11 Menteri Kesehatan Nomor 
265/Menkes/SK/111/2004 tentang .Organisasi dan Tata l<erja Kantor Kesehatan 
Pelabuhan jo.. Peraturan Menteri Kesehatan ~Jdmor 167/M~nkes/Per/11/2007 
tentang Perubahan Atas Keputusan ~~e'1titeri Kesehatan Nomor 
265/Menkes/SK/lli/2004 tentang Organisasi dan l"ata Kerja kantor Kesehatan 
Pelabuhan masih tetap berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sepanjang belum 
diganti atau ditetapkan berdasarkan Peraturan irii. 

Pasaf 53 

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan lni ditetapkan oleh 
Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu meridapat persetujuan tertulis dari 
Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara. 
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Pasal54 

Dengan berlakunya Peraturan ini : 
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 265/Mehkes/SK/111/2004 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan; 
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1fl7/Merkes/Per/jll2007 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 265/M~nkes/SK/111/2004 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehc'.jtan Pelabuh~n; 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 55 

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur 
Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan 1 . .ingkungan. 

Pasal56 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkatt 
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MEMTERIKESEHATAN 
REPUBLIK !NDONESIA 

LAMPIRAN I 
PERATURAN MENTERI KESEHATAN 
NOMOR : 356/Menkes/Per/IV/2008 
TANG GAL : 14 April 2008 

STRUKTUR ORGANl~IASI 

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I 

I 
Bl DANG 

PENGENDALIAN KARANTINA 
DAN SURVEILANS 

EPIOEMIOLOGI 
I 
I 

SEKSJ 
PENGENDALIAN KARANTINA 

1--1--1-r- _T_T_'T_,_., 

1 _~ -~- - ' --' - -'- -•- -L -l-7-: 
:-f-+-: INSTALASI ~-: 

~-~~~~~:~:~:~:~:!:~~j ·- -----------------~ 

I 
I 

SEKSI 
SURVEILANS 

EPIDEMIOLOGI 

[~ KEPALA 

I 

BA GIAN 
TATAUSAHA 

I 
I I 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
PROGRAM DAN KEUANGAN 

LAPORAN DAN UMUM 

I 
Bl DANG 

PENGENDALIA~ 
RISIKO LINGKUNG 

I 
I 

SEKSI 

I 
AN J 

IR 

I 
BIDANG 

UPAYA KESEHATAN 
DAN LINT AS WILA YAH 

I 
I 

SEKSI 
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN V~ 

DAN BINATANG PE 
PENYAKIT 

~;-i 
~ R PELAYANAN KESEHATAN 

I I 
I I 

SEKSI SEKSI 
SANITASI DAN DAM KESEHATAN MATRA DAN 
RISIKO LINGKUNG LINTAS WILAYAH 

p;;i, 
A~~ 

--,..-,..-,.. -,... -.-l.- -1- -1- ·~1- .,-, --,.. --... ---... --.. ---.. -.,.-.,1. -.- -.- -.- .,- ., 
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,.-~-: KELOMPOK -~-: r-~-: WILAYAH ~-~-: 
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~-~-! FUNGSIONAL -~-! ~-~-! KERJA ~-H 
I I 
,.. ... L ... L-r-r-r--1- ... , ...... , ... - 1- .. .. .J ... .J ,.. ... L ... L-r-r--r·r--r--1--,-.l • .J .. .J 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN MENTER! KESEHAT,A 
NOMOR : 356/Menkes/Per/IV/2001 
TANGGAL : 14 April 2008 

STRUKTUR ORGANISASI 

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELf.S II 

SEKSI 
PENGENOALIAN 
KARANTINA DAN 

SURVEILANS 
EPIDEMIOLOGI 

1--~ -r-r- -~-T-T_, __ 

_ L _) _ - 1
- - '- -

1
- - '- -L-!..-L. _: 

I I I I I 

:-:- ~ -: INSTALASI • ~ - : 1-: ~ I I I 
1 1 1 - 11--r -r-r-r-,.-T-.,'--1 
: : , _ _ , _ _ , _ _ , __ , __ i__~-L.Lr~ 

I "" -- - - ------ - - - -----.-· 

"" --------- ---------· 

KEPAU1 I 
'----~--·--_J 

I 
SEKSI 

PEN GEN DALIAN 
RISIKO LINGKUNGAN 

- -r-r -,.-,- •r- - --,- -.- .., • ..,. ,- -

~-~ - ~-~-~-~-~-·-J.J . ~-~ - J 
I I I I I I 
~-r -, KELOMPOK r-r-: 
~ · · ~- 1 JABATAN L-L - 1 I I I I t 

,.-L- 1 FUNGSIONAL L-L - 1 
I I I I I I 
,.-L. -'- -r--r-r- -.- ... ,- .,. -,- .J. J. "1 

'- -~ _:_ _,_ -'- -'- -'- _, _ J _ ~ _ J _ ~ - ~ 
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LAMPIRAN Ill 
PERATURAN MENTER! KESEHATAN 
NOMOR : 356/Menkes/Per/IV/2008 
TANGGAL : 14 April 2008 

STRUKTUR ORGANISASI 
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS Ill 

1- -1- -,- -r- r- -T-.,-.,- -

- L. -l- -·- -·- - '- -'--!.-!.- ~ _: 
I I I I I 

,-1 I I I I 
, :-· -, 1NsrALAsr •• , 
1-r I I I I 
: I ~- 11 --,--,--r-1"'-T_T_~L-I 
: ! •--'--'--'--'--L-L-l-.!.r~ 
I --------------- ----1-I 
~------------------· 

KEPAU 

-

SEKSI 
PENGENDALIAN 
KARANTINA DAN 

SURVEILANS 
EPIDEM!OLOGI 

.. ,. .,. .,.. .,..-,.. J_ -1--.--.- .., • .,. -
~-~-~-'--' .. _,_ ._. __ , __ , _ _,_-:-~-J 
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~-r' -' JABATAN r' .L.: 
I I I I ,..L.• FUNGSIONAL L.L., 
I I I I I I 
r•L -~ -,..-,- ·r- ·1- -1- -.- -,- .J .. .J_ -4 
I I 1 I I I I I I I I I I 
--~-L--------------~-j .... 
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NO. 

1 

2 

3 

4 

5 

1. KANTOR 
KESEHATAN 
PELABUHAN 

Tanjung Priok 

Denpasar 

Surabaya 

Jakarta . 

Medan 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

LAMPIFIAN IV 
PERATURAN MENTER! KESEHATAN 
NOMOH : 356/Menkets/Per/IV/2008 
TANGGAL. : 14 April 2db8 

DAFTAR KANTOR KESEHATAN PELABUHAN 
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN f(ES~HATAN 

TEMPAT 
KE LAS KE OU DU KAN 

(PROVINS I) 

I OKI Jakarta 

I Bali 

I Jawa Timur 

I Banten 

I Sumatera 
Utara 

I 

19 

---
KKPIN )LJK 

--
hrlok 

an 
j~tiu 
) 

Tanjung 
(PelabLI 

Laut Taf 
Prio 

' 

Den pa ar 
(Sande ra 

Ngurah ai) 

-

Er 

an 
Surab; 

(Pelabll ~ 
Laut Tanj u 

) Perak 

-

ng 

Cengkar /lg e 
n 
ri 

~ 
Ci 

(Band13 
Soekar 

Hatta) 

Medan 
(Pelabuh n 

Laut Bel~1 n) 

·-

WILAYAH KERJA 

1. Pelabuhan Laut Sunda Kelapa 
dan Pantai Marina Ancol 

2. Pelabuhan Samudra Muara 
Baru 

3. Pelabuhan Laut Marunda 
4. Pelab.1han Laut Kali Baru 
5. Pel~buhan Laut Muara Angke 

· darl Pantai Mutiara 

1. Pelabuhan Laut Celukan 
Bawang 

2. Pelabuhan Laut Padang Bai 
3. Pelabuhan Laut Gilimanuk 
4. Pelabuhan Laut Benoa 

1. Bandara Juanda 
2. Pelabuhan Laut Gresik 
3. Pelabuhan Laut Kalianget 
4. Pelabuhan Laut Tuban 
5. Pelabuhan Laut Bawean 

1. Bandara Halim Perdana 
Kusuma 

1. Bandara Polonia 
2. Pelabuhan Laut Pantai Cermin 
3. Pelabuhan Laut Pangkalan 

Susu 
4. Pelabuhan Laut Sibolga 
5. Felabuhan Laut Kuala Tanjung 
6. Pelabuhan Laut Tanjung Balai 

Asahan 

' 

I 
I 

I 
I 
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KANT.OR 
NO. KESEHATAN KE LAS 

PELABUHAN 

6 Makassar I 

7 Batam I 

8 Tanjung Pinang II 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBUK INDONESIA 

TEMP.AT 
KEDUDUKAN 
(PROVINS!) 

Sulawesi 
Selatan 

Kepulauan 
Riau 

Kepulauan 
Riau 

JL.11< KKPINI' WILA YAH KERJA 

7. Pelabuhan Laut Teluk Nibung 
8. Pelab~han Laut Gunung Sitoli 

sar 1. Bandara Hasanudin 
iah 2. Pelabuhan Laut Pare-Pare 

Makas 
(Pelabuf 

Laut Mak13 saar) 3. Pelabuhan Laut Malili 
4. Pelabuhan Laut Biringkasi 

-

Ba tarn 
(Pelabuh a11 

tu 
) 

Laut B;~ 
Am par 

·-

Tanjung Pin. ~ng ,, (Pelabub~ 
Laut Tariju 

P:nanf:I) ' 
19 

20 

5. Pelabuhan Laut Awerange 
6. Pelabuhan Laut Palopo 
7. Pelabuhan Laut Belang-Belang 

Mamuju 
8. Pelabuhan Laut Bajoe Bone 
9. Bandara Tampa Padang 

1. Bandara lnternasional Hang 
Nadlrn 

2. Pelabuhan Laut lnternasional 
Sekupang 

3. Pelabuhan Laut Dornestik 
Sekupang 

4. Pelabuhan Laut Pulau Sarnbu 
5. Pelabuhan Laut Nongsa 
6. Pelabuhan Laut Kabil 
7. Pelabuhan Laut Telaga 

Punggur 
8. Pelabuhan Laut F. Batarn 

Center 
9. Pelabuhan Laut Tanjung 

Unjang Sagulung 
10. Pelabuhan Laut Teluk 

Senirnba 
11 . Pelabuhan Laut Sernblog 
12. Pelabuhan Laut F. Harbour 

Bay 

1. Bandara Kijang 
2. Pelabu'han Laut Tanjung 

Ubap 
3. Pelabuhan Laut Sarnudera 

Kijang 
4. Pelabuhan Laut Tarernpa 
5. Pelabuhan Laut Lagoi 
6. Pelabuhan Laut Lobarn 
7. Pelabuhan Laut Tarnbelan 
8. Pelabuhan Laut Dabo 

Sin ke 
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KANTOR 
NO. KESEHATAN KE LAS 

PELABUHAN 

9 Banjarmasin II 

10 Kendari II 

11 Tarakan II 

12 Mata ram II 

13 Padang II 

14 Semarang II 

MENTER! KESEHATAN 
REPUBUK INDONESIA 

TEMPAT 
KEDUDUKAN 
(PROVINS I) 

Kalimantan 
Selatan 

Sulawesi 
Tenggara 

Kalimantan 
Timur 

Nusa 
Tenggara 

Barat 

Sumatera 
Ba rat 

Jawa Tengah 

I 

21 

·-
KKP INI ) UK 

-

.. 

Banjarrn 
(Pelab~I SI~ 

Lau . 
lS Banjarmi· lh) 

--
Kenda 

(Pelabul h 
Laut Ken 

ri 
,~ 
d< 1ri) 

Taraket n , 
n) 

(Pelabuh 
Laut Tarn k~ 

Matara 
(Band* 

Selapare:1 

·--

Padar/g 
(Pelabu 1cj 

Laut Teilu 
Bayu1) 

.. 

Semarnn 
(Pelabyha 

~ 
n 
ng Laut Tarlju 

Mas 

) 

WILAYAH KERJA 

9. Pelabuhan Laut Ranai, 
Natuna 

10 . Bandara Matak 

1. Bandara Syamsudin Noor 
2. Pelabuhan Laut Kotabaru 
3. Pelabuhan Laut Batulicin 
4. Pelabuhan Laut Satui 
5. Pelabuhan Tanipah 

1. Bandara Wolter Monginsidi 
2. Pelabuhan Laut Pomalaa 
3. Pelabuhan Laut Bau-Bau 
4. Pelabuhan Laut Kolaka 
5. Pelabuhan Laut Wanci 

1. Bandara Tarakan 
2. Pelabuhan Laut Bunyu 
3. Pelabuhan Laut Bambangan 
4. Pelabuhan Lintas Batas 

Nunukan 
' 

1. Pelabuhan Laut Lembar 
2. Pel~buhan Laut Pemenang & 

Ampenan 
~ Pel~buhan Laut Kayangan ..... . 
4. Pelabuhan Laut Poto Tano 
5. Pelabuhan Laut Sima 
6. Pelabuhan Laut Sape 
7. Pelabuhan Laut Badas 
8. Pelabuhan Laut Khusus 

Benete 

1. Bandara Minangkabau 
2. Pel~buhan Laut Muara 

Pad~ng 
3. Pel~buhan Laut Sikakap 
4 . Pelc.,buhan Laut Bungus 

1. Bandara Achmad Yani 
2. Bandara Adi Sucipto ,., 

Bandara Adi Sumarmo "· 4. Pelabuhan Laut PekalonQan 

.... 
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KANTOR 
NO. KESEHATAN KE LAS 

PELABUHAN 

15 Palembang II 

16 Probolinggo 11 

17 Ambon II 

18 Pekanbaru II 

19 Balikpapan II 

MENTERIKESEHATAN 
REPU13LIK INOONESIA 

TEMPAT 
KE DU DU KAN KKPIN DUK WILA YAH KERJA 

(PROVINS I) ·-··-4-----------------4 

Sumatera 
Selatan 

Jawa Timur 

Maluku 

Riau 

Kalimantan 
Timur 

22 

Palemb 
(Pelabu 

Lau! 
Palembr 

Probolin 
(Pala bu 

Lau I 

9j~O 
han 

Probolin ggo) 

Ambo 
(Pelabu 

Laut Am 

Pekanba ru 
a 
arif 
) 

(Bandar 
Sultan ~ly 

kasim II 

5. Pelabuhan Laut Tega! 
6. Pelabuhan Laut Jepara 
7. Petabuhan Laut Juwana 
a. Pelabuhan Laut Rembang 
9. Pelabuhan Laut Batang 
10. Pelabuhan Laut Karimunjawa 

1. Bandara Sultan Mahmud 
Badan1ddin I 

2. Pelabuhan Penyeberangan 
35 ljfr 

1. Pelabuhan Laut Panarukan 
2. Pelabuhan Laut Tanjung 

Wangi 
3. Pelabuhan Laut Pasuruan 
4. Pelabuhan Laut Paiton 
5. Bandara Abd Rachman Saleh 

Malang 

1. Bandara Pattimura 
2. Pelabuhan Laut Tuai 
3. P~labuhan Laut Dobo 
4. Pelabuhan Laut Saumlaki 
5. Pelabuhan Laut Banda Neira 
6. P~labuhan Laut Namlea 
7. Pelabuhan Laut Piru 
8. Pblabuhan Laut Tulehu 
9. Pblabuhan Laut Wonreli 

1. Pelabuhan Laut Pakanbaru 
2. Pelabuhan Laut Selat 

Panjang 
3. Pelabuhan Laut Buatan 
4. Pelabuhan Laut Siak Sri 

lndrapura 
5. Pelabuhan Laut Tanjung 

B~ton 
6. Pelabuhan Sungai buku 

Pekanbaru 
- -----

Balikpaha 
(Pelabq a 

Laut 

h 
n 

Balikpapn n) 

··-· 

1. Bandara Sepinggan 
2. P~labuhan Laut Kampung 

B~ru 
3. Pelabuhan Laut Tanah 

Gro ot 

'\, 
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KANTOR 
NO. KESEHATAN KE LAS 

PELABUHAN 

20 Manado II 

21 Cirebon II 

22 Banten II 

23 Pontianak II 

\ 

24 Samarinda II 

MEtfrERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

·- ·--
TEMPAT 

KEDUDUKAN KKPIN .>LI~ WILAYAH KERJA 
(PROVINS I) 

-· ----
4. Pelabuhan Laut Senipah 
5. Pelabuhan Laut Tanjung 

Santan 

-

Sulawesi Mana< 
Ulara (Bandarct 

lq 1. Pelabuhan Laut Manado 
Sam 2. Pelabuhan Laut Tahuma 

Ratulatt gl) 3. Pelabuhan Marore 
4. P!91abuhan Laut Miangas 
5. P~labuhan Laut Siau 
6. Pelabuhan Laut Likupang 
7. Pblabuhan taut Lirung 
8. Pel£ibuhan Laut Petta 
9. Pelabuhan Laut Melonguane 

--->-

Jawa Barat Cirebo n 1. Bandara Husein 
(PelabL) 

Laut Cirn 
an Sastranegara ·. 
on) 2. Pelabuhan Laut Balongan 

h 
b 

3. Pelabuhan Laut lridramayu 
4. Pelabuhan Laut Pamanukan 
5. Pelabuhan Perikanan 

Nusantara Kejawanan 
6. Pelabuhan Ratu Sukabumi 

Banten Bantcm 1 Pelabuhan Laut Anyer 
(Pelabu~ 
Laut MEI c 

an 2. Pelabuhan Laut Bojonegara 
tk) 3. Pelabuhan Laut Labuan 

·- -
Kalimantan Pontia t1~ 

Ba rat (Pelabuh1 
k 1. Bandara Supadio 
~n 2. Pelabuhan Laut Sintete 

Laut Pon11a t1ak) I 3. Pelabuhan Laut Ketapang 
4. Pelabuhan Laut 

Kandawangan 
5. Pos Llntas Batas Entikong 
6. Pos Lintas Batas Badau 
7. Pas Lintas Batas Jagai 

Ba bang 
8. Pas Lintas Batas Aruk 
9. Pelabuhan Laut Telok Air 

··- · 

Kalimantan Samarln<! a I 1. Pelabuhan Tanjung Laut 
Timur· (Pelabuhi1 n 2. Pelabuhan Laut Sangatta 

Laut 3. Pelabuhan Lhak Tuan 
Samarinq a ) 4. Pelabuhan Laut Sangkulirang 

5. Pelabuhan Udara Temindung 

·- ·---

23 
~-
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KANTOR 
NO. KESEHATAN 

PELABUHAN 

25 Cilacap 

26 Panjar.g 

27 Jayapura 

: 

28 Tanjung Balai 
Kanmu;-

29 Pangkal Pinang 

30 Bitung 

31 Tembilahan 

KE LAS 

II 

II 

II 

II 

Il l 

\ lfl 

111 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

TEMPAT 
KEDUDUKAN 
(PROVINS I) 

Jawa Tengah 

Bandar 
Lampung 

Papua I 

Kepulauan 
Riau 

Kepulauan 
Bangka 
Belitung 

Sulawesi 
Utara 

Riau 

24 

·---,--------------, 
KKP IN[ 

p Cilac::I 
(Pela bu 1an 

cap) Laut Cila 

Panjap g 
han 
ang) 

(Pela bu 
Laut Panj 

... 

Jayapur Cl 

an 
Ura) 

(Pelabuh 
Laut Jayc1p 

-

Tanjung B ttlai 
l'l Kari mu 

(Pelabuh Cll1 
Laut Tan.ju 

Balai Karim 
119 
Un) 

Pangkal Pin 
(Pelabuhit 

Laut Pangj 

llng 
h 
\al 

Balarn) 

·- · 

Bitu~,~ 
(PelabL le~ 
Laut Bittrn 

WILAYAH KERJA 

1. Pelabuhan Laut Tanjung lntan 
2. Bandara Tunggul Wulung 
3. Pelabuhan Laut Pemalang 
4. Pelabuhan Laut Pangandaran 

1. Bandara Radin lntan II 
2. Pelabuhan Laut Bakauheni 
3. Pelabuhan Laut Teluk 

Semangka 
4. Pelabuhan Laut Rawajitu 

1. Bandara Sentani 
2. Pelabuhan Laut Sarmi 
3. Pelabuhan Laut Hamadi 
4. Pos Lintas Batas Skouw 
5. Bandara Wamena 

1. Pelabuhan Laut Pasir 
Panjang 

2. Pelabuhan Laut Tanjung Batu 
3. Pelabuhan Laut Moro 
4. Pelabuhan Laut Mera! 

1. Pelabuhan Laut Tanjung 
Pandan 

2. Pelabuhan Laut Manggar 
3. Pel~buhan Laut Muntok 
4. Pel~buhan Laut Belinyu 
5. Bandara Depati Amir 
6. Pelabuhan Sungai Selan 

1. Pel bcihan Labuan UKI 
2. Pel buhan Amurang 
3. Pel buhan Laut Kotabunan 
4. Pel buhan Kema 
5. Pel buhan Laut Belang 
6. Pel buhan Laut Molibagu 
7. Pel buhan Laut Bintauna 

Tembilc:t<I t't 1. Pelabuhan Laut Kuala Enok 
(Pelabt.i clh 

1
2. Pelctbuhan Laut Pulau Kijang 

Lau I 3. Pel~buhan Laut Rengat 
!})4 __ . _P_e_l~_,_b_u_h..;...an_L __ au_t_K_u_a_la_G_a_u_n...Jo<........J Temtilaj~n 
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KANTOR 
NO. KESEHATAN KE LAS 

PELABUHAN 

32 Jam bi II I 

I 

33 Dumai II I 

34 Palu 111 

'. 

35 Ku pang II I 

MENTEPJ KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

TEMPAT 
KEDUDUKAN 
(PROVINS I) 

Jam bi 

Riau 

Sulawesi 
Tengah 

Nus a 
Tenggara 

Timur 

·-
KKP INI JU K 

-

Jami> 
(PelabUI i~ 

no 'b Laut Ja1 

/ 
Dum;:i i 

q (Pelabuh 
Laut Dur nc 

Palu 
(Pelabuh 

p 
11) 

Laut Pantetl n) 

Ku pan~ 
(Pelabul ~ 
Laut Ter!a 

n 
~) 

-

25 

WILAYAH KERJA 

5. Pelabuhan Laut Sungai 
Guntung 

1. Bandara Sultan Thaha 
2. Pelabuhan Laut Muara Sabak 
3. Pelabuhan Laut Kuala 

Tungkal 
4. Pelabuhan Laut Talang Duku 
5. Pelabuhan Laut Nipah 

Panjang 

1. Pelabuhan Laut Bengkalis 
2. Pelabuhan Laut Bagan 

siaplapi 
3. Pelabuhan Laut Sungai 

Pakning 
4. Pelabuhan Laut Penipahan 
5. Pslabuhan Laut Senebui 
6. Pelab~han Laut Tanjung 

Med~rig 
7. Kawasan lndustri Pelintung 
8. Bandara Pinang Kampai 

1. Bandara Mutiara 
2. Pelabuhan Laut Donggala 
3. Pelabuhan Laut Toli-Toli 
4. Pelabuhan Laut Buol 
5. Pelabuhan Laut Moutong 
6. Pelabuhan Laut Palele 
7. Pelabuhan Laut Wani 
8. Pelat:-uhan Laut Luwuk 

1. Bandara El Tari 
2. P~labuhan Laut Kalabahi 
3. Pelabuhan Laut Atapupu 
4. P~la~uhan Laut Labuan Bajo 
5. P~la uhan Laut Maumare 
6. Pelabuhan Laut Waingapu 
7. Pelabuhan Laut Ende 
8. P~labuhan Laut Reo 
9. PSlabuhan Laut Bolek 
10. Pds Lintas Batas Motaain 
11. P~s Llntas Batas Metamauk 
12. P s Lintas Batas Napan 
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-~ ' ' _., 

-
KA.NT OR 

NO. KESEHATAN KE LAS 
PELABUHAN 

36 Biak II I 

37 Sorong Ill 

\ 

38 Manokwari II I 

39 Sam pit II I 

40 Banda Aceh 111 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

·-
TEMPAT 

KEDUDUKAN 
(PROVINS!) 

Papua 

Papua Barat 

Papua Barat 

Kalimantan 
Tengah 

Nang roe 
Aceh 

Darussal.am 

26 

KKP INC )L) I< WILAYAH KERJA 

13. Pelabuhan Laut Lembata 
14. Pel~buhan Laut Ba'a 
15. Bandara Tambulaka 

·- ~ 

Biak. 
(Kota Bl al <) 

Soron g 
(Pelabul1 

Laut Som ~r ~) 

Manok\h 
(PelabLl 1 

Lauj 
Manokwa 

ari 
~h 

l'I) 
.. 

Sam pit 
(Pelab4ha 

Laut Salnp 
n 
It ) 

-

Banda J1ce 
(Kota Band 

Aceri) 

h 
a 

1. Pel~1 :han Laut Biak 
2. Ban ara Frans Kaisepo 
3. Ban~ara Moses Kilangin 
4. Pelsbuhan Laut Amamapare 
5. Peltuhan Laut Serui 
6. Pel buhan L~ut Samabusa 
7. Pel buhan Laut Pomako 
8. Pel~buhan Laut Waren 

1. Bandara Sorong 
2. Pele(buhan Laut Fak-Fak 
3. Pel~buhan Laut Kaimana 
4. Pel~buhan Laut Khusus Sale 
5. Pel~buhan Laut Khusus Arar 
6. PelC'(buhan Laut Raja Ampat 
7. Pele(buhan Laut Teminabuan 

' 
·1. Pelabuhan Laut Wandama 
2. Pelabuhan Laut Bintuni 
3. Pelabuhan Laut Sabo 
4. Bandara Rendani 

1. Pelabuhan Laut Kuala 
Pembuang 

2. Pelabuhan Laut Samuda 
3. Bandara Pangkalan Bun 
4. Pelabuhan Laut Kumai 
5. Pefabuhan Laut Sukamara 
6. Bandara H. Hasan 
7. Pelabuhan Laut Pangkalan 

Bun 

1. Bandara Sultan lskandar 
M~da 

2. Pelabuhan Laut Malahayati 
3. Pelabuhan Laut Ulee Lheu 
4. Pelabuhan Lhok Nga 
5. Pelabuhan Laut Meulaboh 
6. Pelabuhan Laut Singkil 

. 
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NO. 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

KANTOR 
KESEHATAN KE LAS 
PELABUHAN 

Merauke Ill 

Lhokseumawe Ill 

' 

Bengkulu 111 

Po so 111 

Pulang Pisau 111 

Gorontalo Ill 

MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

TEMPAT 
KEDUDUKAN 
(PROVINS I) 

Papua 

Nang roe 
Aceh 

Darussalam 

Bengkulu 

Sulawesi 
Teng ah 

Kalimantan 
Tengah 

Gorontalo 

-
)Llk KKP.INL 

-
Mera LI 

(Pelabll 
Laut Mera 

e 

~ J 'e) 

LhokseuT 

(P•l•br 
Lau 

Lhokseur i 

awe 
an 

we) a 

-· 

Bengkul 
(Pelabuji 

lJ 

an 
Laut E:a i) 

-
Poscl 

(Pelab~ .1c a 
0 

11 
Laut Pos ) 

-· 

Pulang Pis au 
(Pelabuh~ h 
Laut Pula g 

Pisau) 

-·--· 

Gorontalrj 
(Pelabuha 

Laut Gorcint lo) 

·- · 

27 

WILA YAH KERJA 

7. Pelabuhan Laut Labuhan Haji 
8. Pelabuhan Laut Tapak Tuan 
9. Pelabuhan Laut Sinabang 

1. P~labuhan Laut Agats 
2. Pel~buhan Laut Bade 
3. P~l~buhan Laut Wanam 
4. Pbs Lintas Batas Sota 
5. Pps:Lintas Batas Mindip 

Tanah 

1. Pelabuhan Laut Kuala Langsa 
2. Pelabuhan Lau!Jeigli 
3. Bandara Remb e 
4. Pelabuhan Laut'Kuala 

. 
5. Bandara Malikussaleh 

1. Bandara Fatmawati Soekarno 
2. Pelabuhan Laut Muko-Muko 
3. Pelabuhan Laut Bintuhan 
4. Pelabuhan Laut Malakoni 

Enggano 

1. Pelabuhan Laut Ampana 
2. Pelabuhan Laut Kolonedale 
3. Pelabuhan Laut Banggai 

l<epulauan 
4. Pelabuhan Laut Bungku 

1. Pelabuhan Laut Pangantan 
2. Pelabuhan Laut Sebangau 
3. Pelabuhan Laut Kuala 

KaplJas 
4. Pelabuhan Khusus Klanis 
5. Bandara Cilik Riwut 

Palangkaraya 
6. Pelabuhan Laut Bahawur 

1. Pelf uhan Laut Anggrek 
2. Pel buhan Laut Paguat 
3. Pel buhan Laut Kwandang 
4. Ban ara Djalaluddin 
5. Pel~br. ihan Laut Tilamuta 

.... 



KANTOR 
NO. KESEHATAN KE LAS 

PELABUHAN 

47 Tern ate 111 

48 Sabang 111 

MENTER! KESC!HATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

TEMPAT 
KEDUDUKAN KKPIN 
(PROVINS I) 

Maluku Utara Ternc1 
(Pelabtl 

Laut Teri 

.. 

Nang roe Saban 
Aceh (Kota Sal 

Darussalam 

-

28 

h~n 
late) 

WILAYAH KERJA 

1. Pelabuhan Laut Mangole 
2. Pelabuhan Laut Jailolo 
3. Pelabuhan Laut Buli 
4. Pelabuhan Laut Bacan 
5. Pelabuhan Laut Tobelo 
6. Bandara Sultan Boabullah 
7. Pelabuhan Laut Morotai 

Pelabuhan Laut Teluk 
Sa bang 
Bandara Maimun Saleh 
Pelabuhan Laut Baichan 


